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PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

Abstrak

Catatan

bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai dasar pengelolaan keuangan
desa, harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan untuk memberikan kepastian
hukum dan tertib administrasi penyusunan standar biaya umum serta dalam rangka
mendukung kelancaran proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja desa agar dapat berjalan tertib, lancar, berdaya
guna dan berhasil guna diperlukan pedoman kepada pemerintahan Desa dalam
penyusunan standar biaya umum di desa.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU
No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.
13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022;
UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12
Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014;
PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015;
PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDES
PDTT No. 7 Tahun 2023; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERBUP Tabalong
No. 27 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang Standar Biaya Umum Desa sebagai
pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun komponen biaya masukan dalam
DPA, DPPA, DPAL dan RAK.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Januari 2025 dan
ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2025.

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 78 Tahun
2023 tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2024, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



